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INTISARI  
 
 
 
 
 

Penelitian ini berjudul “FAKTOR - FAKTOR YANG 
MENDORONG MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN 
TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN SLEMAN 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (EVALUASI 
PRONA TAHUN 2006)”. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode 
Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Daerah penelitian 
adalah Desa Merdekorejo dan Desa Mororejo, populasi 
digunakan untuk mengetahui semua pemilik tanah peserta prona. 
Teknik pengambiilan sampel Teknik Ramdom Sampling, sampel 
yang diambil  dari dua desa yaitu Desa Merdekorejo dan Desa 
Mororejo sebanyak 180 responden. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian yang penyusun laksanakan dapat 
diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong masyarakat 
pensertipikatan tanah melalui prona di Desa Merdekorejo dan 
Mororejo adalah faktor pendidikan dan faktor pendapatan faktor 
utama terhadap pensertipikatan prona. Dari hasil perhitungan uji 
kontingen koefisien dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh 
variabel pengaruh (independent variable) pekerjaan (X3) 
terhadap variabel terpengaruh (dependent variable) pengatahuan 
tentang pensertipikatan tanah (Y) adalah 0,10 lebih kecil dari nilai 
Cmaks= 0,707 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
pekerjaan terhadap pengetahuan tentang pensertipikatan tanah 
adalah rendah. Kedua faktor yang diteliti terbukti mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap masyarakat dalam 
pensertipikatan tanah melalui prona artinya makin tinggi tingkat 
pendidikan dan tingkat pendapatan maka akan makin tinggi 
keinginan masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui prona 
walaupun apabila ditinjau secara rinci masih terdapat faktor yang 
perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan seperti jangka waktu 
dan prosedur pelayanan di kantor pertanahan, serta masih 
adanya biaya tambahan yang dirasakan memberatkan bagi 
masyarakat.  
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 BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi 

manusia, karena semua aktivitas manusia membutuhkan tanah sebagai 

sarana. Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan salah satu modal 

utama untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sejalan dengan laju 

pembangunan dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan tanah juga 

semakin meningkat. Pada sisi yang lain tanah merupakan sumber daya 

yang bersifat tetap/tidak bertambah, sehinga perlu adanya campur 

tangan pemerintah dalam pengaturannya dengan tetap memperhatikan 

kepentingan pemegang hak atas tanah. 

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas tanah bagi 

rakyat Indonesia sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal 

dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 ayat 

(1) dan (2) UUPA yang menegaskan : 

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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2. Pendaftaran terserbut dalam ayat (1) pasal ini  meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah: 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan atas hak-hak 

tersebut; 

c. Pemberian tanda bukti yang berlaku sebagai bukti yang kuat. 

 
Untuk penyelengaraan pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud dalam UUPA, pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Pada 

kenyataannya pendaftaran yang diselenggarakan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah tersebut, belum memberikan hasil yang 

memuaskan,  maka pemerintah  menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyempurnaan 

tersebut antara lain adalah mengenai penegasan pengertian 

pendaftaran tanah, asas-asas, tujuan penyelenggaraannya. Prosedur 

pengumpulan data penguasaan tanah dipertegas, dipersingkat serta 

disederhanakan. Sebagai peraturan pelaksanaannya ditetapkan 

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan  PRONA adalah 

untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam pertanahan 

sebagai usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik 

serta pembangunan ekonomi. Jadi dengan PRONA ini pemerintah 
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memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau 

mensertipikatkan hak atas tanahnya dan berusaha membantu 

menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah yang bersifat 

strategis dengan jalan memberikan kepada pemegang hak atas tanah 

berbagai fasilitas atau kemudahan, yakni keringanan dalam hal 

pembiayaan dan percepatan proses sertipikat. 

Berkenaan dengan pemberiaan fasilitas yang berupa 

percepatan proses penyelesaian sertipikat, bukan berarti dalam 

pelaksanaannya menyimpang dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam program PRONA  proses pensertipikatan tanah di 

usahakan dalam waktu yang amat singkat, namun tidak boleh 

meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penanganannya. 

Sebab bila ada kesalahan atau kelalaian akan menyebabkan gagalnya 

tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah. 

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat 

untuk mensertipikatkan tanahnya dan meningkatkan pelayanan di 

bidang pertanahan, khususnya dalam mempercepat dan meningkatkan 

pelaksanaan pendaftaran tanah adalah Proyek Operasi Nasional 

Agraria (PRONA), kegiatan ini mulai dilaksanakan tanggal 15 Agustus 

1981, sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria atau 



 
 

 
 
 

4

disingkat dengan PRONA. Untuk menciptakan catur tertib di bidang 

pertanahan, program pensertipikatan tanah secara massal merupakan 

jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah 

sebagai tanda bukti hak yang kuat. 

 Kemudian untuk lebih meningkatkan pelaksanaan PRONA, 

dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 639.1-1916 Tanggal 3 Juli 1996 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), 

Proyek Daerah (PRODA), dan Proyek Operasi Nasional Agraria 

Swadaya (PRONA Swadaya). 

Meningkatkan pelayanan masyarakat, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman berupaya untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah 

yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Upaya Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman mensertipikatkan seluruh bidang tanah yang ada 

diwilyahnya belum dapat terlaksana, karena adanya beberapa kendala 

didalam masyarakat yaitu: 

1. masih kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai 

prosedur pengurusan sertipikat. 

2. adanya anggapan dari masyarakat bahwa prosedur untuk 

mensertipikatkan tanah berbelit-belit butuh waktu yang lama serta 

biaya mahal. 
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Berdasarkan keadaan tersebut, salah satu upaya yang 

ditempuh oleh kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yaitu 

menyelenggarakan  pensertipikatan Tanah melalui PRONA.  

Dengan terselenggaranya pensertipikatan melalui PRONA 

akan membantu masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum atas 

tanahnya yaitu sertipikat sebagai tanda bukti hak milik yang kuat, 

dengan biaya yang lebih murah, sederhana dan cepat. Hal inilah yang 

menjadi faktor mendorong masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya 

melalui program Prona. Faktor diri seseorang yang bersangkutan di 

pengaruhi  karakteristik individual seperti oleh sikap, motif, minat, 

pengalaman, dan harapannya. Dalam diri manusia biasanya membuat 

generalisasi dengan pengelompokan yang mempunyai karakteristik 

yang serupa. Faktor yang mendorong masyarakat dalam 

pensertipikatan tanah di pengaruhi oleh pendidikan, pendapatan, dan 

pekerjaan, kebutuhan akan sertipikat tanah termasuk kebutuhan 

seseorang untuk mengamankan bidang tanahnya.  

Sertipikat tanah merupakan bukti hak atas tanah yang 

mempunyai manfaat sangat penting bagi pemilik tanah sebagai : 

1. Alat bukti pemilikan yang sah atas sebidang tanah. 

2. Dapat memberikan rasa aman kepada pemilik tanah. 

3. Dapat terhindar dari sengketa pemilikan dan sengketa batas. 
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4. Dapat digunakan sebagai hak tanggungan untuk mencari kredit di 

Bank  sebagai penganti fisik tanah. 

  Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian Judul : 

“FAKTOR - FAKTOR YANG MENDORONG MASYARAKAT DALAM 

PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PRONA DI KABUPATEN 

SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

(EVALUASI PELAKSANAAN PRONA TAHUN 2006)” 

 

B. Rumusan Permasalahan. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Faktor-Faktor apakah yang mendorong masyarakat dalam 

pensertipikatan tanah melaui  PRONA ? 

2. Faktor-faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap 

pensertipikatan tanah melalui PRONA?   

 

C. Batasan Masalah 

Karena kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sleman sangatlah beragam dan mengingat keterbatasan 

waktu, dana, dan tenaga, maka penulis dalam melaksanakan penelitian 

ini, memberikan batasan masalah yaitu faktor-faktor yang mendorong 
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masyarakat dalam Pensertipikatan Tanah melalui PRONA, prosedur 

pengurusan, biaya, waktu penyelesaian sertipikat tanah di Kecamatan 

Tempel Kabupaten Sleman pada tahun 2006.   

   
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat 

dalam pensertipikatan tanah melalui. Prona di Kecamatan 

Tempel  

b. Untuk mengetahui  permasalahan  yang dijumpai dalam 

pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui PRONA di 

Kecamatan Tempel.  

2. Kegunaan Penelitian  

Sebagai bahan informasi bagi pembangunan di bidang 

pertanahan mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat 

untuk pensertipikatan tanah secara massal  yaitu melalui PRONA. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kedua faktor yang diteliti terbukti mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap masyarakat dalam pensertipikatan tanah melalui prona 

artinya makin tinggi tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan maka 

akan makin tinggi keinginan masyarakat dalam pensertipikatan tanah 

melalui prona walaupun apabila ditinjau secara rinci masih terdapat 

faktor yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan seperti jangka 

waktu dan prosedur pelayanan di kantor pertanahan, serta masih 

adanya biaya tambahan yang dirasakan memberatkan bagi 

masyarakat.  

B. Saran 

1. Diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk 

menyelesaikan pensertipikatan tanah melalui prona sesuai dengan  

waktu yang telah ditetapkan. 

2. Diharapkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk 

lebih mempermudah lagi dalam tata cara atau prosedur 

pensertipikatan tanah melalui prona. 

3. Pencairan dana  anggaran untuk biaya PRONA diberikan tepat 

pada waktu, demi kelancaran pelaksanaan prona di Kantor 

pertanahan Kabupaten Sleman. 
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